BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PROGRAM PEMBERIAN

Menimbang:

Mengingat

AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43, Pasal
44 dan Pasal 45 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2015 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan serta Pengenaan Sanksi
Administratatif (bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara
Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengurus Tempat Kerja,
Penyelenggara  Tempat Sarana Umum)  Terhadap
Pelanggaran Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu mengatur Tata Cara Pembinaan dan
Pengawasan serta Pengenaan Sanksi Administratif terhadap
Pelanggaran Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
dalam Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);



Menetapkan

10.

11;

12.

13.

14,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang
pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512 tahun 2007
tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedookteran;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 tahun 2010
tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013
tentang Tata Cara Penyedian Fasilitas Khusus menyusui
dan/atau Memerah Air Susu Ibu;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi
Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan,
Pengurus Organisasi Profesi Di Bidang Kesehatan, serta
Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/atau
produk bayi lainnya yang dapat menhgambat keberhasilan
program pemberian air susu ibu eksklusif;

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 2/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TATA CARA

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN
PROGRAM PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2

3.

10.

11.

12,

13,

14.

15.

Daerah adalah Kabupaten Jombang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Jombang.

Bupati adalah Bupati Jombang.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten
Jombang.

Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah
cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.

Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI
Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak
dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan
dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman
lain.

Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah
pimpinan yang bertanggung jawab menyelenggarakan
fasilitas pelayanan kesehatan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah,
Pemerintah Daerah dan /atau masyarakat.

Pengurus tempat kerja adalah orang yang bertanggung
jawab mengelola tempat kerja.

Penyelenggara tempat sarana umum adalah pimpinan
yang bertanggung jawab menyelenggarakan tempat sarana
umum.

Tenaga  Kesehatan  adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis
tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan
upaya kesehatan.

Tenaga Terlatih Pemberian ASI adalah tenaga yang
memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai
pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor
menyusui yang telah mendapatkan sertifikat.

Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup
atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja
bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk
keperluan suatu usaha.

Tempat Sarana Umum  adalah sarana  yang
diselenggarakan oleh Pemerintah/swasta atau perorangan
yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.

Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung
jawab tempat sarana umum.



BAB II
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 2

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan program
pemberian ASI Ekslusif ditujukan untuk:

a.

(1)

meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang
kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam
mendukung keberhasilan program  pemberian  ASI
Eksklusif;

meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan
masyarakat untuk keberhasilan program pemberian ASI
Eksklusif; dan

meningkatkan peran dan dukungan pengurus Tempat
Kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan
program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 3

Pembinaan dan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan

program pemberian ASI Eksklusif dilaksanakan melalui:

a. Advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI
Eksklusif;

b. Pelatihan dan peningkatan kualitas Tenaga Kesehatan
dan tenaga terlatih; dan/atau

c. Monitoring dan evaluasi.

Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut

sertakan masyarakat

Pasal 4

Untuk mendukung terlaksananya Program Pemberian Air
Susu Ibu Setiap Tenaga Kesehatan wajib:

s

melaksanakan inisiasi menyusu dini terhadap bayi
yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1
(satu) jam, jika tidak ada kontra indikasi medis;

menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau
rawat gabung, jika tidak ada kontra indikasi medis vang
ditetapkan oleh dokter;

memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada
ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi vyang
bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai
dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai;

tidak memberikan susu formula bayi dan/atau produk
bayi lainnya, kecuali atas indikasi medis, ibu tidak ada,
atau ibu terpisah dari bayi;

memberikan peragaan dan penjelasan tentang
penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada
ibu dan/atau keluarga, dalam hal pemberian ASI
Eksklusif tidak memungkinkan sesuai indikasi medis,
ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi;

tidak menerima dan/atau mempromosikan susu formula
bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat
menghambat program pemberian ASI Eksklusif;



tidak menerima hadiah dan/atau bantuan dari
produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau
produk bayi lainnya, kecuali untuk tujuan membiayai
kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan
pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan
lainnya yang sejenis, serta tidak ada kewajiban
tertentu yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan
berdasarkan keinginan pemberi bantuan dalam bentuk
tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
dan/atau

memberikan pernyataan tertulis kepada atasannya
bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak

menghambat  keberhasilan  program pemberian ASI
Eksklusif.

Pasal 5

Penyelenggara  Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  untuk
mendukung Program ASI wajib:

a.

melaksanakan inisiasi menyusu dini terhadap bayi
yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1
(satu) jam, jika tidak ada kontra indikasi medis;

menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau
rawat gabung, jika tidak ada kontra indikasi medis yang
ditetapkan oleh dokter;

memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada
Ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi vyang
bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai
dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai;

tidak memberikan susu formula bayi dan/atau produk
bayi lainnya, kecuali atas indikasi medis, ibu tidak ada,
atau ibu terpisah dari bayi;

memberikan peragaan dan penjelasan tentang
penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada
ibu dan/atau keluarga, dalam hal pemberian ASI
Eksklusif tidak memungkinkan sesuai indikasi medis,
ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi;

tidak menerima dan/atau mempromosikan susu formula
bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat
menghambat program pemberian ASI Eksklusif;

tidak menyediakan pelayanan di bidang kesehatan
atas biaya yang disediakan oleh produsen dan
distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi
lainnya;

tidak menerima hadiah dan/atau bantuan dari
produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau
produk bayi lainnya, kecuali untuk tujuan membiayai
kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan
pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan
lainnya yang sejenis, serta tidak ada kewajiban
tertentu yang harus dilakukan oleh fasilitas pelayanan
kesehatan berdasarkan keinginan pemberi bantuan
dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua
belah pihak;

Hom s



Pasal 6

Setiap Pengurus Tempat Kerja wajib Mendukung Program ASI
eksklusif, melalui :

a. memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk
memberikan ASI eksklusif kepada bayi atau memerah ASI
selama waktu kerja di tempat kerja

b. menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan / atau
memerah ASI

c. membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan
program pemberian ASI eksklusif

d. menyediakan tenaga terlatih pemberian ASI

Pasal 7
Setiap penyelenggara tempat sarana umum wajib:

a. memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam
ruangan dan / atau di luar ruangan untuk menyusui /
memerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja

b. menyediakan ruang ASI sesuai standar agar dapat
dimanfaatkan oleh pekerja dan pengunjung tempat sarana
umum.

c. bagi penyelenggara tempat sarana umum berupa fasilitas
pelayanan kesehatan wajib mendukung keberhasilan
program ASI eksklusif dengan berpedoman pada 10
(sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai
berikut :

1) membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan
dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan
kesehatan;

2) melatih semua staf pelayanan dalam ketrampilan
menerapkan kebijakan menyusui tersebut;

3) menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang
manfaat dan manajemen menyusui;

4) membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam
puluh) menit pertama persalinan;

5) membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan
menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;

6) memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali ada
indikasi medis;

7) menerpkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang
waktu 24 (dua puluh empat) jam,;

8) menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi

9) tidak memberi dot kepada bayi;

10) mendorong  pembentukan kelompok  pendukung
menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut
setelah keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan



BAB II
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Pengenaan Sanksi Administratif
Pasal 8

(1) Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, Pengurus Tempat Kerja, Penyelenggara Tempat
Sarana Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dikenai
sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. pencabutan izin.

(3) Pengenaan Sanksi teguran lisan, teguran tertulis dan
pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, huruf b dan huruf ¢ dikenakan kepada tenaga
kesehatan.

(4) Pengenaan Sanksi teguran lisan dan teguran tertulis
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b
dikenakan kepada penyelenggara Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, pengurus tempat kerja dan penyelenggara
tempat sarana umum.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Paragraf 1
Laporan Dugaan Pelanggaran
Pasal 9

Dugaan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 terjadi
berdasarkan laporan yang berasal dari:

a. pengaduan; dan
b. hasil monitoring dan evaluasi.

Pasal 10

(1) Laporan berdasarkan pengaduan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf a dapat dilakukan oleh pelapor:

a. perorangan;

b. kelompok; dan/atau

c. institusi/lembaga/instansi/organisasi.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi persyaratan administrasi:

a. peristiwa yang dilaporkan terjadi setelah
diundangkannya Peraturan Bupati ini;

b. peristiwa yang dilaporkan tidak dimaksudkan untuk
penyelesaian atas tuntutan ganti rugi;



(1)

(2)

(1)

c. pelaporan dilakukan secara tertulis; dan
d. belum pernah dilaporkan dan/atau diperiksa.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

paling sedikit:

a. identitas pelapor, meliputi nama lengkap, alamat
lengkap, nomor kontak (telepon, faksimili, atau
email) yang dapat dihubungi (jika ada) dan
kedudukan;

b. nama dan alamat lengkap pihak yang diadukan,;

c. perbuatan yang diduga melanggar larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan
Pasal 7;

d. waktu pelanggaran dilakukan;

e. alasan pengaduan (kronologis peristiwa yang diadukan);

keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk

terjadinya pelanggaran; dan

g. nama saksi-saksi dan keterlibatannya.

=i

Kepala dinas kesehatan wajib menjamin kerahasiaan
identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum.

Pasal 11

Laporan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat
dilakukan oleh lembaga terkait dan/atau Pemerintah
Daerah.

Laporan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan

Pasal 12

Kepala Dinas Kesehatan setelah menerima laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, membentuk tim
panel yang  Dbersifat ad hoc untuk menindaklanjuti
laporan.

Tim panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari 5 (lima) orang yang berasal dari:

a. 2 (tujuh) orang dari Dinas Kesehatan;

b. 1 (satu) orang dari organisasi profesi/asosiasi fasilitas
pelayanan kesehatan; dan

c. 2 (dua) orang unsur ahli.

Tim panel dalam melaksanakan tugas dibantu oleh

sekretariat, yang bertugas:

a. menerima dan meneliti laporan yang diajukan oleh
pelapor;

b. mengembalikan laporan yang tidak lengkap kepada
pelapor untuk dilengkapi;

c. mencatat dalam buku registrasi dan menyampaikan
laporan yang telah lengkap kepada tim panel;

d. menyiapkan bahan dan jadwal pemeriksaan bagi tim
panel; dan

e. membuat risalah rapat tim panel.




(4)

(2)

(1)

(3)

(2)

Pembentukan Tim Panel dan Sekretariat Tim Panel
ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Paragraf 2
Pemeriksaan
Pasal 13
Tim  panel menindaklanjuti laporan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 dengan melakukan

pemeriksaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
setelah laporan diterima.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa  verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap
laporan.

Pasal 14

Tim  panel melakukan  verifikasi atas  persyaratan
administrasi dan data pendukung dari laporan.

Selain memenuhi persyaratan administrasi, pelapor juga
harus melengkapi laporan dengan data pendukung yang
berupa:

a. alat bukti yang dimiliki; dan
b. pernyataan tentang kebenaran pelaporan.

Pemberian data pendukung laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah laporan
terdaftar.

Pasal 15

Klarifikasi terhadap laporan dilakukan untuk
memeriksa keabsahan dan kebenaran pelaporan.

Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh tim panel.

Pasal 16

(1) Dalam melakukan Kklarifikasi, tim panel dapat meminta

kelengkapan atas kekurangan dokumen pengaduan kepada
pelapor.

(2) Untuk kepentingan klarifikasi, pihak-pihak yang terkait

harus memberikan informasi, surat atau dokumen yang
terkait dengan peristiwa yang dilaporkan, dan alat bukti
lainnya yang diperlukan.

Pasal 17

Laporan dapat dicabut atau dibatalkan oleh pelapor
sebelum dilakukan investigasi.

(1)

Pasal 18
Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi
dan alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang
dilaporkan.



(2)

(1)

(2)

10

Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:

a. kunjungan lapangan;
b. surat menyurat; dan/atau
c. media komunikasi lainnya.

Pasal 19

Dalam melakukan investigasi, tim panel dapat meminta
informasi danalat bukti yang berkaitan dengan peristiwa
yang dilaporkan kepada:

a. pelapor;
b. terlapor atau pendamping terlapor;
c. pthak lain yang terkait.

Kegiatan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dilakukan secara tertutup.

Pasal 20

Bukti-bukti yang dapat diperoleh oleh tim panel dalam
melakukan investigasi dapat berupa:

a. surat-surat dan/atau dokumen-dokumen;
b. keterangan saksi-saksi;

c. keterangan ahli; dan/atau

d. pengakuan terlapor.

Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dijadikan bahan pertimbangan bagi tim panel, untuk
memberikan rekomendasi kepada Pejabat yang
berwenang dalam memberikan sanksi atau
pemberitahuan kepada pelapor bahwa tidak ada
pelanggaran.

Paragraf 3
Pengenaan Sanksi
Pasal 21

(1) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud

(2)

dalam Pasal 13 ditemukan adanya pelanggaran
sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 sampai
dengan Pasal 7, kepala dinas kesehatan mengenakan
sanksi teguran lisan.

Setiap teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali, untuk jangka
waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.

(3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibuat dalam bentuk tertulis.
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Pasal 22

(1) Apabila sampai dengan berakhirnya teguran lisan

(3)

(1)

(2)

(2)

(3)

ketiga  Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas

Pelayanan Kesehatan, Pengurus tempat Kkerja,

Penyelenggara Tempat Sarana Umum yang terkena

sanksi administratif tidak mematuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kepala dinas

kesehatan mengenakan sanksi teguran tertulis.

Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memuat perintah:

a. kewajiban melakukan ketentuan sebagaimana diatur
dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7; dan/atau

b. tidak melakukan ketentuan yang dilarang
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 7.

Setiap teguran tertulis dikenakan paling banyak 3
(tiga) kali, untuk jangka waktu masing-masing 10
(sepuluh) hari kerja.

Pasal 23

Apabila sampai dengan berakhirnya teguran tertulis
ketiga Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang terkena sanksi administratif
tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, kepala dinas kesehatan mengenakan
sanksi pencabutan izin bagi tenaga kesehatan dan
memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pencabutan
izin bagi penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan.

Tata cara pengenaan sanksi pencabutan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pemeriksaan dihentikan apabila Tenaga Kesehatan,
Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengurus
Tempat Kerja, Penyelenggara Tempat Sarana Umum yang
melakukan pelanggaran, telah membuktikan dengan
surat pernyataan dan bukti-bukti yang mendukung
bahwa yang bersangkutan telah mematuhi ketentuan
dan menghentikan kegiatan yang dilarang dalam Pasal
4 sampai dengan Pasal 7.

Tim panel berdasarkan laporan penghentian
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan rapat tim panel untuk memutuskan
penghentian proses pemeriksaan laporan.

Penghentian proses pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
kepala dinas kesehatan.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 23

Bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas
Pelayanan Kesehatan, Pengurus Tempat Kerja,
Penyelenggara Tempat Sarana Umum  yang  dalam
pemeriksaan tim panel sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 sampai dengan Pasal 20 mengakui
pelanggaran yang dilakukannya, kepada Tenaga
Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, Pengurus Tempat Kerja, Penyelenggara
Tempat Sarana Umum tetap dikenai peringatan tertulis 1
(satu) kali.

Dalam hal anggota Tenaga Kesehatan, Penyelenggara
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengurus Tempat Kerja,
Penyelenggara Tempat Sarana Umum terbukti mengulangi
kembali pelanggaran terhadap ketentuan larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan
Pasal 7, Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas
Pelayanan Kesehatan, Pengurus Tempat Kerja,
Penyelenggara Tempat Sarana Umum tersebut dijatuhkan
sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 8
ayat (2).

Pasal 24
Dalam hal Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas
Pelayanan  Kesehatan, Pengurus Tempat  Kerja,

Penyelenggara Tempat Sarana Umum tidak terbukti
melakukan  pelanggaran, tim panel memberikan
pertimbangan kepada kepala dinas kesehatan untuk
memulihkan nama baik Tenaga Kesehatan,
Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengurus
Tempat Kerja, Penyelenggara Tempat Sarana Umum yang
diduga melakukan pelanggaran.

Pemulihan nama baik Tenaga Kesehatan,
Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengurus
Tempat Kerja, Penyelenggara Tempat Sarana Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan kepala dinas kesehatan.

Pasal 25
Pelapor atau terlapor dapat mengajukan keberatan
kepada kepala dinas kesehatan atas sanksi
administrasi yang diterima.
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus disertai alasan keberatan.
Jangka waktu pengajuan keberatan harus diajukan
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak sanksi administrasi
diterima.
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BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 26

Organisasi profesi bidang kesehatan harus memberikan
advokasi, motivasi, dan inovasi untuk keberhasilan program
pemberian ASI Eksklusif melalui pendidikan, pelayanan, dan
penelitian.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 21 Pebruari 2017
BUPATI JOMBANG,

EE—

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 15 /E
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